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Seluruh Indonesia
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Tentang

Permintaan Bantuan Eksekusi.

Untuk adanya sinkronisasi antara hasil Rakernas tahun 200S di Palembang
dengan Pedoman yang dirumuskan dalam Buku I Edisi 2007 terbitan 2009 tentang
permintaan bantuan eksekusi putusan perkara perdata atau yang lazim disebut
eksekusi delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) s/d ayat {7) HIR atau
Pasal 206 ayat (2) s/d ayat (7) RBg, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan
petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam hal eksekusi suatu putusan Pengaditan Negeri yang semula menangani

perkaranya dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri lain diluar wilayah

hukumnya dimana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut dituangkan
dalam suatu Penetapan oieh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dan
selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu

Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita agar eksekusi

tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

yang diminta bantuannya tersebut.

2. Dalam hal eksekusi tersebut pada angka 1 diatas, diajukan perlawanan baik dari
Pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan
diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya
sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg.
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3.

Tembusan kepada Yth. -

Dalam hal Pelawan dalam perfawanannya meminta

angka 2 diatas ditangguhkan, maka yang berwenan
menangguhkan eksekusi

agar eksekusi tersebyt pada -
g menangguhkan atay tigdak

ity adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta

bantuannya, sebagai Pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa

dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan

Negeri yang meminta bantuan tentang segala Upaya yang telah dijatankan olehnya

termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut {Pasal
HIR atau Pasal 206 ayat (5) dan ayat (7) RBg).

Bahwa yang dimaksud dengan ‘Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketya

Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi” pada halaman 102 dan 103 angka 8
dan 1, Buku Il edisj 2007 terbitan 2009, adalah Ketua Pengadilan Negeri yang

diminta bantuannya. Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) HIR dan Pasal 206 ayat (4) dan
ayat {(6) RBg menunjukan bahwa Ketua Pengadiian Negeri yang diminta bantuan

bertindak memimpin eksekusi dan melakukan segala sesuatuy yang berhubungan
dengan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan cukup
mendapat “Laporan® tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang
dimintakan bantuan.

Bahwa Eksekusi putusan sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 4 diatas, mutatis
mutandis berlaku pula terhadap Pengadifan dalam lingkungan peradilan agama
kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama.

Demikian untuk diperhatikan.
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Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
Bidang Yudisial.

Wakil Ketua Mahkamanh Agung
Bidang Non Yudisial.

Tuada Perdata MA R

Tuada Pidana MA RI.

Tuada Perdata Khusus MA RI.
Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Seluruh Indonesia.

Arsip.

185 ayat (5) dan ayat (7) . - )



